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BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/9p /IV.13/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BERKINERJA BAIK

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHIUIN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka Pelaksanaan
Kovergensi Percepatan dan Penurunan Stunting baik di Tingkat
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu
dilaksanakan dengan sistem kinerja yang baik maka perlu adanya
dukungan Pemerintahan di Tingkat Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Desa Berkinerja Baik Dalam Rangka Penurunan
Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebujakan
Strategis Pangan dan Gizi;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Percepatan Penurunan Stunting;

Peraturan Presoiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ketiangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA BERKINERJA
BAIK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Desa Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penurunan
Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yaitu
Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan, Yth:

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal [ juk 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

1. Gubernur Lampung;

2. Ketua DPRD Kab.Lampung Selatan;

3. Kepala Bapedda Provinsi Lampung;

4. Kepala Dinas PMTD Provinsi Lampung;

5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
6. Masing-Masing Tim.



